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PERATURAN BUPATI lAMPUNG SElATAN
 
NOMOR: 09 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

PENJAklARAN PERUBAHAN
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2008
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPAn LAMPUNG SELATAN,
 

Menlmbang :	 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 5elatan Nomor 02 Tahun 2008 
tenlang PenJbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung 5elatan Tahun Anggaran 2008, dipandang pertu 
menetapkan Peraturan Bupatl Lampung 5eIatan tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008. 

Menglngat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tat.un 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah lingkat n termasuk 
Kotapraja dalam Ungkungan Daerah Tlngkat I SUmatera Selatan 
sebagal Undang-Undang (Lernbaran Negara Republ/k Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 182.1); 

r--
2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumt dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bum; dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3569); 

3.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ter1tang Pajak Daerah dan 
Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Pilrubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reb1busl Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Nt.gara Republik Indonesia Nomor 4048); 



.//.
 
4.	 Undang-Undang Namar 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Banqunan (Lembaran Negara Republik Indanesia 
Tahun 1997 Nornor 44/ Tarnbahan l.ernbaran Negara Namar 
3688); 

5.	 Undang-Undang Namar 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari Karupsi, Kalusi dan Nepatisme 
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tanun 1999 Namar 75, 
Tambahan Lembaran Negara Namar 3851); 

6.	 Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namar 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Namar 4286); 

7.	 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namar 
5, Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indanesia Namar 4355; 

8.	 Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indanesia Tahun 2004 Namar 53, Tambahan Lembaran Negara 
Namar 4389); 

9.	 Undang-Undang Namar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelalaan dan Tanjung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namar 66, Tambahan 
Lembaran Negara Namar 4400); 

10.	 Undarrq-Undanq Namar 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernba.icunan Naslonal (Lembaran Negara Republik 
Indanesia Tahun 2004 Namar 104, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Namar 4421); 

11. Undang-Undang	 Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Namar 
125, Tambahan Lembaran Negara Namar 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir denqan Undang-Undang Namar 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2008 
Namar 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Namar 
4844); 

12. Undang-Undang	 Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirr.bangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat da1 Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namar 126/ 
Tambahan Lembaran Negara Namar 4438); 

13. Peraturan Pemerinta.i Namar 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.m 2001 Namar 41/ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Namar 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indanesia Tahun 2001 Namar 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Namar 4138); 



/ 
/ 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran r~egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139) 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Keduduk,1n Protokoler dan Keuangar. Pimpin<Jn dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

17.	 Peraturar, Pemerintail Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 9502); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4503); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi-k Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tamoahan Lembaran Negara Nornor 
4576); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4577); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tarnbahan ternbaren Negara Nomor 4578); 

24.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Neqara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tambailan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

25.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lemharan Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 



26. Peraturan Pemerintah	 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerimah (Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2S, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4614); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13	 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolai'ln Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentanc Pedoman Pengelolaan Keuangan paeran: 

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaren 2008; 

29. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomo 08 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah: 

30. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung 5elatan Nomor 01 Tahun 
2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
Anggaran 2008. 

MEMUTIJSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2008 

Pasal 1 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun t\nggar,JO 2008 
1. Pendapatan 

a. Semula	 Rp. 902.2'17.1 '12.552,00 
b. Bertambah	 Rp. 78.'106.320.692,OG 

Jumlah Pendapatan seetelah Rp. 980.653.463 .2'!'! ,00 
Perubahan 

2. Belanja 
a. Semula	 Rp. 898.718.183.9'16,90 

76.481.768.952,73b. Bertambah	 -,-R::...P-,--.__ :...:::..:..:~..:::..:::=::.!..: 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 975.199.952.899,63 

(Defisit) Setelah Perubahan	 Rp. 5.453.510.344,37 

3. Pembiayaan Daerah	 : 
Penerimaan : 
a. Semula	 Rp. 9.750.000.000,00 
b. Berkurang ~ (1. 7'1'1.801.739,37)
 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 8.005.198.260,63
 

f'engeluaran : 
a. Semula	 Rp. 13.278.958.605,10 
b. Bertambah	 Rp. 1"19.7'19.999,90 

--RvJumlah Pengeluaran setelah Perubahan	 13.458.708.605.00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	 Rp. (5.453.510.344.37) 



Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebaqeimana dimeksud dalam Pas31 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar; ?eraturan ini. 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupetl ini
 
dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kcbupaten Lampung Selatan.
 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tansg al 22 Oktober 2008 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

WENDY MELFA 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 22 Oktober 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

L ~[yM --
RUSDI MALIKI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2008 NOMOR 


